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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, 
Kabupate,1 Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4272); 

2. Undang-Undang Ho.nor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer1ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndones1a Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negart. Republlk Indonesia Nomor 4437) 
sebaqalrr.ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peratunm Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadl Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lodones'a Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemarintah uaeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembara,, Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2005 te,,tang Pembcntukan Desa 
Cikaok, Desa Nnpatalurn Per1ambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan Salak, 
Desa Kuta .Iunqak, C'esa Siempat Rube, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhapen di 
Kecarnatan K· rajnan, Desa Maholida, Desa Pe:rolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 
(Lembnran Daerah k'.abupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Kabupale 1 f';:ikpak Bharat Nomor 1 O); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak 8narat Nomor 8 Tahun 2005 tenteng Pernbentukan 
Kecamatnn Per9ot1eng-gerteng Sengkut, Kecarnatan Siempat Rube, Kecamatan Tinada, Kecamatan 
Sitellu Tali L:n.11;1 J•JI.J dan Ke.camatan f>agindar (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2C05 r·iomor 8. Tambahan Lembaran Daei ah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7); 

7. Peraturan Daerah l<.abupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Organlsasi 
dan Tata V.eqa Pe,angkat Dacrah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak 
Shara• Tahun Xl07 Momor 2, Tnmbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32); 

8. Perntunn C aerah Ka bu paten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Rene.aria Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 
2007 Nomor 5 Tambahon l.arnbaran Danran Kabupaten Pakpak Bharat tfomor 35); 

9. Peraturan Oaorah Kabupaton Pakpal< Bhnrat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokaal Dana Ona 
(Lernbaran Oaeruh V,-.bupaten Pakpak Bharnt Tahun 2007 Nomor 1 '.£, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupzten Pr.kpak Bharat Nomor 42); 

10. Peraturan Oaerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2007 tcntang Pengaturan 
Kewenangan Oesa .:1i Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 20C5 Nomor 13, Tarnbahan Leinbaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 43); 

11. Perat1.1ran Daerah k'abupaten Paiq:,ak Bahrat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jarigka Panjang Oaer11h (RPJPD) Kabupaten Pakpak B~anit Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerni, r<abupalen Pakpak !3harat Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pai<oak Bharat Nomor 53); 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Pakpal< Bharat Nornor 1 Tahun 2008 tentang .A.nggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 {Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 
2008 Nomor ~. Tambahan Lembaran Cacra'1 Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 54); 

13. Pe..:1turan Buoati Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Kc~a Penyuluh Pertanian 
Lapangan (Serita Oaerah Kabupaten Pakpa'.< Oharat Tahun 2007 Nomor 8); 

a. bahwa untuk melaksanakan percepatan pembangunan di Kabupaten Palq;ak Bharat, perlu 
dilakukan secara menyeluruh oleh instansi pemerintah terintegrasi dengan masyarakat dengan 
konsekuen: 

b. bahwa •mtuk melaksanakan sebagaima,a dimaksud pada hurud ·a· dlatas, dipandang per1u 
ditetapkan hubungan kerja pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, 
pernbanqunan. sosial budaya dan kemasyarakatan untuk percepetan pembangunan dengan suatu 
Peraturan Bupati. 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT 
NOMOR 3 TAHUN 2008 

TENT ANG 

HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAL.AM RANGKA PELAKSANAAN 
TUGA.i-TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN UNTUK PERCEPATAN 

PEMBANGUNAN C'I KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

DERITA DAERAH 
KABUPATEN PAKPAIC BHARAT 
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lJntuk rne.npercepat pembongunan di d,1er1111 tillPJS di dukung sepenuhnya oleh masyarakat. 
Agar percepatan pembangunan sebapair.iana dlrnal<sud pad a ayat ( 1) oapat tedalcsana, etos kerja masyarakat harus ditingkatkan. 

Pasal6 

Pembangunan yang dilaksanakan di KabiJ!)aten adalah pembangunan fisik, mental, rohani, pertanian dan lain-lain. 

Pasal5 

BAB II 
PEMBANGUNAN TINGKAT KABUPATEN 

Pasal4 

Setiap pernbangunan yang dilakukan di Kecamatan, Desa, wajlb di':lerltahukan ter1ebih dahulu kepada Camat dan Kepala Desa 
yang bersanqkutan. 

Pemberitahunan aebagalmana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengikutsertakan masyarakat secara langsung maupun 
tldak lang,wng pada pembangunan berupa pengawasan pembangunan; 
Pernbangunan di Desa harus lnlnsparan den!,lan membuat plank nama proyek, sumber dana. jurnlah dana, nama pemborong serta 
hal-hal yang dlanggap perlu untuk dikelahui masyarakat. 

Untuk me.nperlancar tugas-tugas pemerintahan, pernbangunan, sosial budaya dan kemasyarakatan serta untuk sinkronisasi 
pelaksanaan pernbangunan, setiap SKPO wajib mernouat Jadwal kegiatan tahunan. 
Dalam pembuatan sebegalmana dlmuksud pada ayat (1), Sl<PD wajib mengundang SKPD lainnya sehlngga kegiatan antar SKPD 
dapat sallng mendukung dan sinkron. 

Pasal 3 

Pasal2 

Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah, instansi yang menangani pembangunan wajib berkoordinasl de'1Qan 
seluruh instansi terkait. 
lnstansi yang dimal<sud pada ayat (1) adalah Aslsten, Dinas-dinas, Baden, Kantor PMD dan Kantor Kecamatan. 
Koordinasl dllakukan melalui surat pembetitahuan secara resmi yang ditandatanganl oleh pimplnan instansi yang mempunyai 
keglatan can tembusan dlsampalkan kepada Bupati dan Sekretarls Daerah. 
Pemberttahuan sebagairnana dirnaksuj pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh~ hari kerja sebelum kegiatan 
dilaksanakan. 

BABll 
HUBUNGAN KERJA 

Sekretariat Oaerah adalah unsur pemb mtu pirnplnan Pernerintah Daerah; 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 
Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 
Kecamatan adalah wllayah ker,a Carnal sebaqal perangkat daerah Kabupaten; 
Dinas Oaerah adalah unsur pelaksana Pernerinta'i Daerah; 
Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah e.adan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kenutanan Kabupaten Pakpak Bharat; ., 
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Kantor PMD adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Pakpak Bharat; 
Etos Kerja adafah suatu budaya kerja yang didukung ofeh sernangat, kemauan dan kerja keras untuk mencapai kemakmuran; 
Tirr. Pernbanqunan Ekonomi adalah Tim yang oibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk rnernbantu Bupati 
untuk merumuskan dan rnengambil kebijakar. dalarn pengambilan suatu keputusan dalam rangka percepa1an pernbangunan 
daerah; 
Sub Tim Perumus adalah sejurnlah pegawai yang dianggap mampu untuk membantu Tim Pembangunan Ekonomi yang 
keanggotannya ditetapkan dengan suati, Keputusan Bupati; 
Tim Pernbangunan Ekonomi terdiri dari Tim Pembangunan Ekonomi Tingkat Kabupaten, Kecarntan dan Desa ; 

Kepala Uaerah 2d~!ah Bupati Pakpak Bharat. 
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupat! Pakpak Bharat; 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 

.,, Dalam peraturan B.ii:,ati ini yang dimaksud d,;ngar.: 
;~, 

:~J 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bh-:1rat. 
~.;{.' 
:,;" 2. 

·ltf 3. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

P[RATURAN BUPATI TENTANG HUBL:lmAN KERJA PEMERINTAH DALAM RANGKA 
PELAKSANA.1\N ~-IJGAS-TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, SOSIAL BUDAYA DAN 
KEMA~YARAKATAN L'NTUK PERCEPATAN PEf1BANGUNAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

;": Menetapkan .-1;,- 

MEMUTUSKAN: 

, .. . , 

14. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasl dan Tata 
Kerja Badan relaksana Penyuluhan Fer.anian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tarun 2007 Nomor 63); 

15. Pe aturan B1..pati Pakpak Bharat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pecunjuk Teknis Perkuatan Modal 
Usaha 8a£i Koperasi dan UKM di Kabupaten Pakpak Bharat (Serita Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat Tahun 2007 Nomor 19); 

- I 
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BABVl 
PERT ANIAN DAN PENYULUH LAPANGAN 

Passi 18 

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi oada sektor pertanian. Bupati menugaskan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan 
asetiap desa dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 17 

Tim Pembangunan Ekonomi Tingkat Desa adalah tokoh-tokoh masyarakat yang paM diteladani dalarn bekerja serta mempunyal 
pengaruh di masyarakat, mempunyal dedikasi den etos kerja yang tinggi. 

Untuk memper:eµat pernbanqunan ekonomi, dibentuk Tim Pernbangunan Ekonorni Kerakyatan ;,at Kecamatan dan Desa. 
Tim Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Tlngkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan C,,• · 
Tim Pembangunan Ekonorm Kerakyatan Tlngkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala r· 
Tembusan Keputusan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampulkan kepadJJ upati. 

N DESA 
BABV 

TIM PEMBANGUNAN EKC.NOMI KERAKYATAN TINGKAT KECAMAf,,•. 

Pasal 16 

akan dikenakan sanksi sesuai 

nenghadiri seluruh rangkaian 

Pasal 15 

Anggota Tim sebagalmana dlrnaksud pada Pasal 12 wajib mempersiapkan bahan-t-;i•, •. 
pertemuan dengan tepat waktu. 
Anggota Tim yimg tidal< hadir atau tidal< menglkuti rangkaian pcrternuan tanpa keterann 
dengan peraturan yang berlaku. 

Pasal 14 

(1) Tim Pembangunan Ekonumi Kerakyot:m Tingkat Daerah dan Tim Pengurus melakukan perte-nuan rutin setiap bulan pada ha» 
Jumat minggu IV (keer,1pat) atau pads hati lair: yang ditentukan. 

(2) Frekwensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. 
(3) Penyelenggaraan pertemuan adalah salah satu SKPD dan mernbahas program SKPD p<>nv,..1,~---.,raar. yang bertujuan untuk 

mempercepat kemakmuran masyarakat. 
Pada akhir pertemuan, SKPD dan Tim Pembangunan El;onorni Keral:yatan menetapkan ~<-, ; • ,:-a pertemuan berikutnya dan 
mengagendakan hal-hal yang per1u dibahas dan dipersiapkan pada pertemuan tersebut . 

-. ·-~ 

·-.;- 
~~:- 

. ·{;; 
:,_t"~ 

J ·.~,\ 

(4) 
:,- . . 

;\: 
(1) 

(2) 

?asal 13 

. ;; Oalam meJak:sanakan tugasnya Tim P&mbangunan E'konomi Kerakyatan Tl'>gkat Daerah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 12 
-, :'.: clbantu oleh Tim Ferumus yang dltetapkan dengan Surat Ke.putusan Bupati. 

:J~- 

Pasal 12 

Tugas Tim Pernbanjunan Ekcnomi Kcrakyalan Tingkal Daerah dilelapkar, der.pan Keputusan Bupati. i 

Untuk membantu l:lupati di daerah dalam pengambilan ':<?putl!san serta untuk mempercepat pemhangunan di daerah, Bupati 
mengangkat dan menUCJaskan Tim Pembangunan Ekcnorni Kerakyatan Tingkat Daet ah dengan Surat Keputusan Bupati. 

Pasal 11 

t:Ad IV 
TIM PEMBANGUNAN EKONOMl KERAKYATAN TINGKAT DAER.l.H 

Pasal 10 

(1) SKPD yang telah dltugaskan untuk membina cesa, wa11b melakukan kunjungan ke desa binaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) 
kali setiap bulan. 

(2) SKPD sebagairr ana dimaksud pada ayat ( 1) diwajibkan memberikan motivasi pada masyarakat serta memper1uas pola berfikir 
masyarakat, sehingga kemakmuran yang dicita-citaxan dapat terwujud. 

(3) Datarn Melakukan kun]ungan ke desa, SKPD berkoordinast dengan Gamat, Petugas f'enyuluh Pertanian Lapangan dan unsur PNS 
yang berada dilot..asi desa binaan. 

BAB Ill 
l<EWAJIBAN SKPO PADA DESA BINAAN 

Pasal9 

(1) Desa Binaan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dhetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) SKPD dalam rnetazukan pembinaan kepada Desa Binaan sekurang-kurangnya dilakukan selama 3 (tiga) tahun. 

, (3) SKPD w:1jib :ne:nbuat laporan perkembar,gan desa binaannya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati. 

Pasal fl 

(1) Dalam pelaksanaan sebagair,,ana dimaksud pada Pasal 7, setiap SKPD diwajibkan melakukan pembtnaan terhadap desa secara 
terus-rnenerus. 

! (2) Desa seoagaimana dimaksud pada ayat (1} disebut desa binaan. 

j(1) Untux mempercepat pembangunan sel'lagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas, Badan dan Kantor diwajibkan untuk 

i meningkatkan etos kerja masyarakat melalui pembinaan kemasyarakatan dengan memperhatikan adat-istiadat dan sosial budaya 
· setempat; 
, (2) D alam metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas, Badan, Kantor. Carnal dan Kepala Desa 

diwajibkan untuk melakukan penyuluhan dan atau sosiansasi kepada masyarakat tentang etos kerja. 
(3) Pelaksanaan l,egiatan dlmaksud pada ayat (2) citaporxan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan. 

Pasal 7 
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SERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008 
NOMOR2 

GANDI WARTHA MANIK 

dto. 

Oiudangkan di Salak 
pada tanggal 18 Pebruari 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

H. MAKMUR BERASA 

dto. 

Ditetapkan di Salak 
pada t3nggal 15 Pebruari 

2008 
BUPATI PAKPAK BHARAT, 

Peraturan ir.i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 27 

Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan ini, sepanjang rnengenai pelaksanaannya akan diatur leblh lanjut dengan Keptt,usan Bupati. 

Pasal26 

BABVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

(1) Untuk memudahkan Bupati dalam pengarnbilc1n f;?bij,w:a:1 di daerah, s.etiap cesa dlwajlbkan untuk membuat data monografl desa 
yang disampaikan kepada Bupaf rnelalui :.;arnat clan r,sisten Bic'ang Pemerintar.an selambat-lam')atr,ya 2 (dua) bulan setelah 
peraturan lni ditetapkan. 

(2) Perubahan da:a mon~rafi c'esa sebaqaimans chmr0ksud pada ayat (1) disnrnpaikan kepada Bupati melalul Camat dan Asisten 
Bidang Pemerintahan cada bulan Pebruari setiap tatiunnva. 

BAB Vil 
l<ARAKTERISTIK DESA 

Pasal 24 

Data bantuan yt1ng berasal dari daerah dar. propinsi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat betas) hari 
kerja setelaf bantuan disalurkan. 
Apabila data se~gaimana dimaksud pada ayat (,) tidak disampaikan kepada Bupati, pimpinan instansi te:sebut akan mendapat 
sanksi dari Bupati sesuai dengan peraturan yang be naku. 

Pasal 23 

Kepala Dinas, Badan dan Kantor wajib mernberikan bantuan secara adil dan merata sesuai dengan potensi daerah dan 
kemampuan kelompo1': tani. 
Kepala Dinas, Badan dan Kantor tidak drperkenankan rnemberikan bantuan kepada kelompok tani yang gaga! melaksanakan 
program bantuan pada tahun sebelumnya. 
Ke!ompok tani y-dng gaga! melaksanakan program bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah maupun Propinsi harus dibina oleh 
Dinas Pertanian. ·· 
Apabila kelornpok tani sebagaimana dimaksud ayat (3) dinilai telah mampu, dapat diberikan bantuan pada tahun berikutnya. 

Pasal 22 

Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada kelompok tani adalah berbasls komodltl sebagalrnana dlmaks.ud pada Pasal 20; 
Sebelum menyalurkan bantuan kepada masyarakat, Dinas, Badan. Kantor te1ebih dahulu melakukan studi kelayakan atau sebutan 
lain yang sesua.. 
Bantuan diberikan apabila hasil survei/studi kelayakan merekomendasikan layak untuk dlberikan. 

Pasal21 

Komoditi yang diusahakan kelompok tani harus berdasarkan rekomendasi yang telah disurvel oleh pihak ketiga dan atau Tim yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 20 
Ke!ompok tani ya,1g terdaltar di Kabupaten diprioritaskan untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah maupun Propinsi. 

(1) 

1(2) 
(3) 

N' ::,-:. 
·,,' · Agar setiap orang rrengetai·.uinya, rnemerintanxan pengundanqan Peroturan ini Jengan penempatannya dalam Berita Daerah 
,.- Kabupaten Pakpak Bharat. 

Pasal 19 

Untuk mendukung program kerja Bupati, Petugas Penyuluh Pertaniar, Lapangun diwajibkan mendata seluruh kelompok tani yang 
ada di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan inl ditetapkan. 
Perubahan data sebagaimana Jimt1ksud dalem ayat (1) berupa penambahan dan pengurangan jumlah anggota kelompok 
disampalkan kepada Bupatl setlap 3 (tiga) bulan. 
Data kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari : 
a. Biodata kelompok tani; 
b. Strut<tur organisasi kelompok tani; 
c. Kornoditi y'<lng diusahakan; 
d. A.lamat ~elompok tanl. 

(1) 
(2) 

(3) 

,,-, 
' (1) ... __, 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 


